BAB IlI

KEBIRI KIMIA DALAM PIDANA PEMERKOSAAN ANAK DI BAWAH

UMUR MENURUT PERPPU NO. 1 TAHUN 2016

A. Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak
1. Latar Belakang Disahkannya Perppu No. 1 Tahun 2016

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Perppu 1 Tahun 2016). Perppu ini memperberat
sanksi bagi pelaku kejahatan seksual, yaitu minimal 10 tahun penjara dan
maksimal 20 tahun penjara, penjara seumur hidup, dan hukuman
mati.Perppu juga mengatur 3 pidana tambahan, yaitupengumuman
identitas pelaku kepada publik, kebiri kimiawi, serta pemasangan alat
deteksi elektronik (chip elektronik).®

Pengundangan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 merupakan
momentum yang sangat tepat ditengah maraknya kekerasan seksual yang
menimpa anak. Masih segar dalam ingatan ketika publik dikejutkan
dengan kematian Eno (18 tahun). Eno ditemukan tewas mengenaskan
setelah diperkosa dan dibunuh oleh pacarnya danteman sekantornya

sendiri dengan cara yang sangat sadis. Sebelum kematian Eno, juga telah

%http://nasional.kompas.com/, “diakses pada” 2 Maret 2017.
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terjadi beberapa kematian yang diakibatkan kekerasan seksual, seperti
yang menimpa Yuyun (14 tahun), yang juga dibunuh dengan cara yang
kejam setelah diperkosa beramai-ramai oleh sekelompok pemuda karena
pengaruh minuman keras. Kasus kekerasan seksual di Indonesia,
terutama kekerasan seksual pada anak di bawah umur beberapa tahun
terakhir terus meningkat. Kekerasan seksual terhadap perempuan dalam
kurun waktu 13 tahun terakhir berjumlah hampir seperempat dari seluruh
total kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan. Bahkan,
pada tahun 2012- 2013 terdapat sekitar 30% peningkatan angka
kekerasan seksual dan itu sama artinya dengan 35 orang setiap harinya
menjadi korban kekerasan seksual.®®

Berdasarkan studi lainnya yang dilakukan oleh Forum Pengada
Layanan (FPL) pada tahun 2014 di 9 provinsi, menunjukkan 45%
perempuan korban kekerasan seksual masih berusia anak di bawah 18
tahun; 47% adalah incest, dimana 90% pelakunya adalah ayah korban
dan 85% pelaku kekerasan seksual terhadap perempuan adalah orang
dekat korban seperti orang tua, saudara, suami, tetangga, teman, dan
guru.®’

Data Catatan Tahunan (Catahu) 2015 dari Komisi Nasional
Perempuan menunjukkan, kekerasan seksual pada ranah personal

mencapai 72 persen (2.399 kasus) dari keseluruhan kasus kekerasan

%http://www.komnasperempuan.or.id/ ,“diakses pada” 2 Maret 2017.

"http://www.dpr.go.id/ , “diakses pada” 2 Maret 2017.
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terhadap perempuan. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPALI)
menunjukkan, kasus pornografi dan NAPZA meningkat hampir 2 (dua)
kali lipat pada tahun 2013 dan 2014. Pada tahun 2013 tercatat sebanyak
51 (lima puluh satu) kasus, meningkat pada tahun 2014 hingga 100
(seratus) kasus. Selain itu, laporan KPAI dari bulan Januari hingga
September 2014 menunjukkan, 53 persen (53%) kasus melibatkan anak
sebagai korban, 43 persen (43%) sebagai pelaku, dan sisanya sebagai
saksi.

Pada tanggal 11 Juni 2014 lalu, Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014
tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak.
Materi muatan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 kemudian
disempurnakan dan sebagian diatur kembali dalam UndangUndang
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014). Hal ini disebabkandalam Instruksi
Presiden Nomor 5 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002dianggap belum mengatur perlindungan anak secara komprehensif,
misalnya belum ada pengaturan mengenai perlindungan dari kekerasan
seksual yang banyak menimpa anak dan belum dapat memberikan
perlindungan terhadap anak yang dieksploitasi. Pada kenyataannya,
pengaturan mengenai larangan untuk melakukan kekerasan seksual dalam

Undang-Undang 35 Tahun 2014 tidak membuat berkurangnya kasus
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kekerasan terhadap anak. Bahkan kasus kekerasan seksual semakin

bertambah, pelakunya banyak dilakukan oleh anak (seperti yang telah

dicontohkan di atas) dan cara melakukannya sangat sadis. Menyikapi hal

tersebut, Presiden segera mengeluarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2016

dengan alasan utama untuk mengatasi kondisi darurat kekerasan seksual,

terutama yang dialami oleh anak. Materi muatan Perppu Nomor 1 Tahun

2016 pada intinya mengubah dua pasal, yaitu:

1)

)

@)

Pasal 81

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5
(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling
banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula
bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat,
serangkaian kebohongan, atau membujuk \melakukan persetubuhan
dengannya atau dengan orang lain;

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh orang tua, wali, orangorang yang mempunyai
hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan,
aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh
lebih dari satu orang secara bersamasama, pidananya ditambah 1/3

(sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat

1);



(4)

()

(6)

(7)

(8)

9)
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Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan
kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak
pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D;

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D
menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka
berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya
fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku
dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10
(sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun;

Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3),
ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa
pengumuman identitas pelaku;

Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5)
dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan chip;
Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-
sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu
pelaksanaan tindakan;

Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.
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Pasal 81 A
Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7)
dikenakan untuk jangka waktu palinglama 2 (dua) tahun dan
dilaksanakan setelahterpidana menjalani pidana pokok.
Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di
bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang
menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang hukum, sosial,
dankesehatan.
Pelaksanaan kebiri kimia disertai denganrehabilitasi.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata carapelaksanaan tindakan

dan rehabilitasi diaturdengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 82

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5
(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda
paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh orang tua, wali, orangorang yang mempunyai
hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan,
aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh

lebih dari satu orang secara bersamasama, pidananya ditambah 1/3
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(sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1);

Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan
kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak
pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E;

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E
menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan
luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau
hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia,
pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai
dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa
pengumuman identitas pelaku;

Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai
dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan
pemasangan cip;

Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan
bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu
pelaksanaan tindakan;

Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.



55

Pasal 82 A
(1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82ayat (6)
dilaksanakan selama dan/atau setelahterpidana menjalani pidana
pokok.

(2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) di
bawah pengawasan secara berkalaoleh kementerian yang
menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang hukum, sosial,
dankesehatan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata carapelaksanaan tindakan

diatur dengan PeraturanPemerintah.®®

2. Latar Belakang Pasal 81 Perppu No. 1 Tahun 2016

Sebelum disahkannya Perppu No. 1 Tahun 2016, dalam UU No.

35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, ketentuan Pasal 81 berbunyi
sebagai berikut:®

Pasal 81

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5

(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling

banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

**perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

%9 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
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(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula
bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat,
serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan
persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau
tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari
pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Sedangkan dalam Perppu No. 1 Tahun 2016 Pasal 81 UU No. 35

Tahun 2014 dirubah menjadi Pasal baru yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

(1) Setiap orang yang melangar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5
(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling
banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula
bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat,
serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan
persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh orang tua, wali, orangorang yang mempunyai

hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan,

" Perppu No. 1 Tahun 20186, ....
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aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh
lebih dari satu orang secara bersamasama, pidananya ditambah 1/3
(sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1);

Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan
kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak
pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D;

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D
menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka
berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya
fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku
dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10
(sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun;

Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3),
ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa
pengumuman identitas pelaku;

Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5)
dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan chip;
Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-
sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu
pelaksanaan tindakan;

Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.
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Sebagaimana latar belakang terbentuknya Perppu No. 1 Tahun
2016, Pasal 81 ini juga terbentuk akibat adanya sebuah peristiwa
pelecehan seksual yang terjadi terhadap anak di bawah umur
sebagaimana peristiwva yang menimpa yuyun (14 tahun) dan Eno (18
tahun). Dengan terbentuknya Perppu ini dan dengan diubahnya Pasal 81
UU No. 35 Tahun 2014 ini diharapkan dalam mengurangi tindak
kejahatan seksual terhadap anak, sehingga dengan adanya bentuk
hukuman baru diharapkan dapa menimbulkan efek jera bagi pelaku
tindak kejahatan seksual dan supaya hak-hak lebih dapat terlindungi

sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

B. Kebiri Kimia Dalam Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak
1. Definisi Pengebirian

Hukuman kebiri bisa diartikan menjadi dua tindakan, yakni
berupa pemotongan atau berupa suntikan zak kimia atau dikenal dengan
istilah kebiri kimia. Kebiri kimia adalah tindakan memasukkan bahan
kimiawi antiandrogen, baik melalui pil atau suntikan ke dalam tubuh
pelaku tindak kejatahan seksual dengan tujuan untuk memperlemah
hormon testosterone.”

Kebiri (disebut juga pengebirian atau kastrasi) adalah tindakan

bedah dan atau menggunakan bahan kimia yang bertujuan untuk

www.depkes.go.id, “diakses pada”, 25 Februari 2017.
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menghilangkan fungsi testis pada jantan atau fungsi ovarium pada betina.
Pengebirian dapat dilakukan baik pada hewan ataupun manusia.”

Kebiri sebagai salah satu bentuk hukuman (punishment) atau
tindakan/perawatan (treatment) belakangan ini menjadi salah satu trendy
topic di beberapa negara termasuk negara-negara Uni Eropa dan Amerika
Serikat. Beberapa negara Uni Eropa telah memasukan pasal kebiri dalam
hukum pidana yang diberikan bentuk suntikan kimiawi (Chemical
Castration) kepada pelaku kejahatan seksual. Norwegia adalah satu-
satunya negara Uni Eropa yang secara terang-terangan menyatakan di
dalam hukum pidananya pada tahun 2010 bahwa kebiri merupakan salah
satu hukuman bagi pelaku kejahatan seksual.”

Dalam Perpu No. 1 Tahu 2016 dijelaskan bahwa kebiri kimia
lalah sbeuah hukuman tambahan yang diberikan kepada pelaku
pemerkosaan terhadap anak jika dalam tindakan ini seorang pelaku
pemerkosa sebelumnya pernah melakukan sebuah tindak pidana
pemerkosaan pula dan terhadap pelaku pemerkosaan terhadap anak yang
dalam hal ini menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang,
mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu
atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia.

Dalam menerapkan hukuman terhadap pelaku pemerkosaan anak

di bawah umur setiap negara memiliki ketentuan yang berbeda. Negara

" lbid.,

"zachary Edmods Oswald, “Off With His: Analyzing the Sex Disparity in Chemical Castration
Sentences”, (Michigan Journal of Gender and Law, 2013), 484.



66

Polandia hanya menerapkan checila castration sebagai bagian dari
treatment untuk paedofilia. Australia juga sudah memasukkan dalam
hukum pidana untuk pelaku kejahatan seksual anak dan pelaku perkosaan.
Rusia yang sudah menerima chemical castration dalam hukum pidana
mereka untuk pelaku kejahatan seksual anak dimana korbannya berusia
di 12 tahun atau kurang dari 12 tahun. Sementara itu Turki sedang
mempertimbangkan untuk memasukkan suntikan kebiri kepada pelaku
perkosaan. India dan Taiwan memberikan suntikan kebiri ini khusus pada
pedofilia dan residivis pelaku kejahatan seksual anak.”
2. Macam-Macam Pengebirian

Pemberian hukuman penjara bagi pelaku tindak pidana
pedophilia nampaknya tidak mampu mencapai tujuan hukum pidana,
yaitu tujuan yang diharapkan dapat menimbulkan efek jera dan
pencegahan. Hal ini terbukti dengan semakin meningkatnya angka
kejahatan pedophilia setiap tahunnya. Salah satu alternatif untuk
tercapainya tujuan hukum pidana tersebut diterapkannya hukuman kebiri
sebagai bentuk pemberatan hukuman dan rehabilitasi terhadap kelainan
seksual yang diderita pelaku. Hukuman kebiri ditujukan hanya kepada
pelaku tindak pidana pedophilia, berbagai metode yang diterapkan

adalah:™

™ lbid.,

™ David L. Rowland dan Luca Incroci, Handbook of Sexual and Gender Identity Disorders,
(America: United State, 2008), 572.
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a. Kebiri Bedah

Kebiri bedah atau yang biasa dikenal sebagai kastrasi, yaitu
sebuah metode dengan cara pemotongan testis, dimana testis ini
merupakan organ reproduksi pria penghasil hormon testosterone.
Metode ini banyak dilakukan di Eropa Barat yang hasilnya tampak
cukup efektif dalam mengurangi insiden parafilik. Hormon
testosteron pada pria selain diproduksi di testis, sebagian kecil juga
diproduksi di kelenjar anak ginjal. Jika seorang pria tidak memiliki
testis, maka hormon testosterone hanya akan diproduksi oleh kelenjar
anak ginjal sehingga jumlahnya sedikit, akibatnya dorongan seksual
berkurang, bahkan hilang sama sekali.

Testis dibungkus oleh lapisan fibrosa yang disebut tunika
albuginea. Di dalam testis terdapat banyak saluran yang disebut
tubulus seminiferus. Tubulus ini dipengaruhi oleh lapisan sel sperma
yang sudah atau tengah berkembang. Spermatozoa (sel benih yang
sudah siap untuk diejakulasikan), akan bergerak dari tubulus menuju
rete testis, duktus efferent, dan epididimis. Bila mendapat
rangsangan seksual, spermatozoa dan cairannya akan dikeluarkan ke
luar tubuh melalui vas deferens dan akhirnya penis. Di antara tubulus
seminiferus terdapat sel khusus yang disebut sel intersial leydig,
yakni sel yang memproduksi testosteron. Testis merupakan salah satu
organ pria yang berperan pada sistem reproduksi dan sistem endokrin,

yang memiliki fungsi untuk memproduksi sperma (spermatozoa) dan
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hormon testosteron. Ketika testis dipotong, seorang pedophilie tidak
akan lagi memiliki gairah seksual karena sumber testosteron sebagai
hormon pembangkit gairah seks hilang.
Kebiri Kimia

Kebiri kimia dilakukan dengan menyuntikkan hormon
antiandrogen atau antagonis androgen yang dapat menghambat
sintesa atau kerja androgen. Antiandrogen merupakan lawan reseptor
hormon, senyawa ini bekerja dengan menghalangi efek biologis dari
androgen, atau hormon seks pria melalui obstruksi atau persaingan
untuk situs pengikat sel. Dengan menghambat kemampuan
testosteron untuk mengikat ini menyebabkan penurunan produksi
testosteron dalam tubuh secara keseluruhan. Obat-obat ini mungkin
berguna dalam penatalaksanaan hipertrofit prostat (kelenjar prostat),
karsinoma prostat (kanker prostat), jerawat, hirsutisme (tumbuhnya
rambut di tempat yang tidak wajar), rambut rontok yang biasanya
terjadi pada pria, sindroma virilisasi (kelainan pubertas) pada wanita,
dan pubertas dini pada anak laki-laki. Efektifitas obat ini untuk
menghambat dorongan seksual pada pria yang memiliki kelainan
seksual. Pada dasarnya, kebiri kimia adalah memasukkan bahan kimia
antiandrogen ke dalam tubuh melalui suntikan atau pil yang diminum.
Antiandrogen ini berfungsi melemahkan hormon testosteron sehingga
menyebabkan hasrat seksual orang yang mendapatkan suntikan atau

minum pil yang mengandung antiandrogen tersebut berkurang atau



63

bahkan hilang sama sekali. Tiga obat kimia yang berperan untuk

mengurangi testosteron yaitu:

1)

2)

Cyproterone Acetate (CPA) merupakan sebuah progesteron aktif
yang bersaing dengan dihidrotestosteron yang merupakan
androgen intraselular utama pada sebagian besar jaringan target’®
berperan untuk mengikat reseptor androgen. Obat ini juga
menekan LH dan FSH, serta memiliki progestasional. Obat ini
dapat mengeliminasi nafsu dan gairah seksual dengan mengurangi
tingkat testosteron secara dramatis. Dosis obat ini 100mg perhari.
Akan tetapi hal ini hanya bersifat sementara’” , libido akan
menghilang dalam waktu dua minggu setelah pengobatan dimulai
dan akan pulih kembali dalam dua minggu jika pengobatan
dihentikan.”® Dengan kata lain jika pengobatan dihentikan nafsu
dan gairah seksual tersebut akan kembali lagi.

Medroxyproegsterone Acetate (MPA) atau yang dikenal sebagai
Depo Provera merupakan jenis obat yang dapat menurunkan
tingkat testosteron pada laki-laki. Obat ini berfungsi bagi pelaku

kekerasan seksual yang berbahaya, yaitu pelaku yang tidak

Janet L. Stringer, Konsep Dasar Farmakologi: Panduan untuk Mahasiswa, (Huriawati
Hartanto), (Jakarta: EGC, 2009), 262.

" \/. Mark Durand dan David H. Barlow, Intisari Psikologi Abnormal, (Helly Prajitno Soetjipto
dan Sri Mulyantini Soetjipto), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 111.

"®Joyce L. Kee dan Evelyn R. Hayes, Farmakologi: Pendekatan Proses Keperawatan, (Peter
Anugera), (Jakarta: ECG, 1996), 686.
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menunjukkan respon terhadap penanganan alternatif atau usaha
penekanan rangsangan seksual temporer.

3) Leuprolide dan Triptorelin Beberapa GnRh sangat efektif untuk
pengobatan ini, akan tetapi sebenarnya pengobatan terhadap
pelaku penyimpangan seksual menggunakan leuprolide dan
triptorelin. Pengobatan dengan triptorelin dilaporkan berhasil
mengakhiri perilaku penyimpangan seksual. Meskipun demikian,
kelainan tersebut akan kambuh lagi jika pengobatan dihentikan.
Leuprolid adalah penghambat sintesa testosteron yang efektif.
Jika obat ini diberikan dalam waktu yang lama, kadar RH dan
testosteron akan menurun akibatnya obat ini dapat mengurangi
gairah seksual, dan dapat mengurangi tingkat testosterone hingga

mendekati angka nol.

Kebiri kimia merupakan suatu bentuk hukuman dan tindakan
rehabilitasi. Hukuman kebiri kimia juga banyak menghabiskan biaya
dibandingkan dengan hukuman dalam bentuk penahanan. Hal ini

karena hukuman kebiri melibatkan perawatan medis di rumah sakit.”

Teknik pengebirian baik yang melalui metode bedah ataupun

metode kimia dapat menimbulkan dampak negatif bagi pelaku

" Elizabeth M. Tullio, “Chemical Castration for Child Predators: Practical, Effective, and
Constitutional, Vol. 13:191, 220.
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disebabkan manipulasi hormon dapat menimbulkan konsekuensi yang

tidak terduga karena hormon ini menyebar luas ke seluruh tubuh.®

3. Pelaksanaan Kebiri Berdasarkan Perppu No. 1 Tahun 2016

Ketentuan Pasal 81 ayat (6) dan ayat (7) Perppu Nomor 1 Tahun
2016 mengatur penjatuhan pidana tambahan bagi pelaku kekerasan
seksual terhadap anak. Pidana tambahan tersebut berupa pengumuman
identitas pelaku, kebiri kimia, dan pemasangan chip. Sedangkan
ketentuan Pasal 82 ayat (5) dan ayat (6) mengatur penjatuhan pidana
tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, rehabilitasi, dan
pemasangan cip. Penjatuhan pidana tambahan dimaksudkan agar pelaku
menjadi jera dan tidak akan melakukan perbuatannya di masa yang akan
datang. Pelaku juga aka dibantu dengan rehabilitas dengan tujuan untuk
memulihkan dan mengembangkan kemampuan pelaku kekerasaan
seksual yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi
sosialnya secara wajar.®*

Pengaturan hukuman kebiri dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2016
merupakan terobasan baru dalam bidang hukum. Hukuman kebiri telah
ada di Eropa sejak abad pertengahan. Pada zaman sekarang, hukuman

kebiri juga masih dilaksanakan di berbagai negara, seperti Ceko, Jerman,

8 Samantha Valliant Court, “Chmical Castration: How a Medical Therapy Became Punisment
and the Bioethical Imperative to Return to a Rehabilitative Model for Sex Offenders”, (“Tesis”, -
-, Winston Salem, North Carolina, 2012), 15.

#1UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
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Moldova, Estonia, Argentina, Australia, Israel, Selandia Baru, Korea
Selatan, Rusia, serta beberapa negara bagian di Amerika Serikat.
Sebenarnya ada dua macam teknik kebiri, yaitu kebiri fisik dan kebiri
kimiawi. Kebiri fisik dilakukan dengan cara mengamputasi organ seks
eksternal pemerkosa, sehingga membuat pelaku kekurangan hormon
testosteron. Kurangnya hormon ini akan banyak mengurangi dorongan
seksualnya.Hukuman kebiri yang diatur dalam Perppu Nomor 1 Tahun
2016 berupa kebiri kimiawi,yaitu dengan cara menyuntikkan zat kimia
anti-androgen ke tubuh seseorang supaya produksi hormon testosteron di
tubuh mereka berkurang. Tujuannya untuk mematikan nafsu seksual bagi
pelaku tindak kekerasan seksual. kebiri kimiawi menimbulkan efek
negatif berupa penuaan dini pada tubuh. Cairan anti-androgen diketahui
akan mengurangi kepadatan tulang sehingga risiko tulang keropos atau
osteoporosis meningkat. Satu hal yang perlu diketahui, kebiri kimiawi
tidak bersifat permanen. Artinya, jika pemberian zat anti-androgen
dihentikan, efeknya juga akan Dberhenti dan pemerkosa akan
mendapatkan lagi fungsi seksualnya, baik berupa hasrat seksual maupun
kemampuan.®

Dalam Pasal 81 A ayat (3) dijelaskan bahwa mengenai
pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi, yang artinya dalam
pelaksanaannya disertai dengan proses pemulihan terhadap pelaku

pemerkosa secara terpadu baik itu pemulihan fisik, mental, maupun

82 Arrista Trimaya, Mencermati Pengaturan Hukuman Kebiri Di Indonesia, 5.
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sosial supaya mantan pelaku setelelah menjalani hukuman dapat menjadi
masyarakat yang lebih baik dari sebelumya sehinga dapat kembali
melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi sendiri
akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Namun hingga
detik ini belum ada peraturan pemerintah yang mengatur mengenai
rehabilitasi kebiri kimia. Hal ini disebabkan belum ada penerapan
hukuman kebiri di Indonesia karena dalam hal ini hukuman kebiri
merupakan hukuman tambahan bukan merupakan hukuman pokok.

Ketentuan dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2106 dikecualikan bagi
pelaku Anak sesuai dengan ketentuan Pasal 81 dan 82, yang meyatakan
bahwa Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak. Hal ini
disebabkan anak pelaku kekerasan seksual sudahtunduk pada 2 ketentuan
Undang-Undang yaitu, UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 dan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak.® Anak pelaku kekerasan seksual masih diberikan perlindungan
agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang sesuai dengan harkat dan
martabat kemanusiaan, serta harus dilindungi dari kekerasan dan
diskriminasi.

Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 sudah menerapkan

konsep restorative justice ataukeadilan restoratif, yang telah

$UU No. 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak.

#UU No. 35 Tahun 2014, ....
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disinkronisasikan dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa keadilan restoratif
adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku,
korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk
bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan
pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
Tujuannya adalah untuk melindungi anak yang menjadi pelaku kejahatan
dan anak yang menjadi korban kejahatan.Konsep diversi yang ada dalam
UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 wajib diupayakan dalam setiap
tahapan peradilan mulai dari penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di
sidang pengadilan. Selain itu peran 8 lembaga lain (seperti Lembaga
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, dan Pembimbing
Kemasyarakatan) sangat penting untuk mendukung diwujudkannya

keadilan restoratif, khususnya bagi anak pelaku kekerasan seksual.®®

& |bid.



